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ABSTRAK

Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS merupakan sebuah
program berbasis teknologi informatika dan praktis terhadap berbagai kebutuhan
informasi, agar mudah diakses dan dipergunakan oleh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dan Masyarakat dalam memberikan partisipasinya sebagai ruang
komunikasi dan ruang informasi yang lebih harmonis, cepat dan dipercaya.
Permasalahan pada penelitian ini adalah belum optimalnya pengelolaan dan
pelayanan informasi dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir
untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mendeskripsikan Manajemen layanan Informasi Pemerintah dan
Masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018.

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis
penelitian ini adalah deskriptif. Lokasi penelitian berada di Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik dan PPID Kabupaten Indragiri Hilir. Jenis
dan sumber data penelitian dibagi atas data primer dengan teknik pengambilan
informan secara purposif dan data sekunder berupa data-data penunjang terkain
INPAS. Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara wawancara dan
dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan menggunakan analisa kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pertama, Manajemen layanan INnPAS
oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 telah dilakukan dengan
kurang optimal dimana dalam menjalankan fungsi manajemennya terkait
penerapan E-Government belum menunjukkan tahap kesempurnaan. Perencanaan,
Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan INPAS masih memiliki kendala.
Kedua, Faktor penentu keberhasilan implementasi penerapan Informasi
Pemerintah dan Masyarakat dalam manajemen layanan InPAS di Kabupaten
Indragiri Hilir salah satunya Perangkat Hukum sebagai dasar hukum InPAS
tersebut.

Kata Kunci :Manjemen Layanan, E-Government, INPAS
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan yang baik
kepada masyarakat sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan
sehubungan dengan hal tersebut yaitu mengoptimalkan penggunaan Teknologi
Informasi dan Komunikasi. Kemajuan teknologi informasi memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu dalam era
otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang baik good governance
salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
atau yang populer disebut E-Government.

E-Government dalam gambaran umum adalah alat pemerintahan yang
berbasis eletronik agar pengerjaan di pemerintahan bisa lebih efisien/ transparan
dan lebih cepat. Dalam (Arief, 2016) Penerapan teknologi informasi
dipemerintahan adalah merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan
pemerintahan yang berbasiskan elektronik dalam rangka meningkatkan
transparansi dankualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Ketika ada
data yang ingin disampaikan ke masyarakat bisa lebih mudah untuk disampaikan.
E-Government membantu pemerintahan dan masyarakat, walaupun e-government
cenderung lebih menggunakan teknologi, misalnya dulu ketika hendak mengirim
surat ke OPD harus di antar secara lengkap, tetapi sekarang dengan adanya e-

government dapat dikirimkan melalui email dengan menggunakan aplikasi InPAS.



Di era keterbukaan informasi publik yang telah menjadi kebutuhan utama
masyarakat, pemerintah semakin dituntut untuk lebih memaksimalkan peran dan
fungsinya sebagai pelayan publik. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian
dan Statistik (KominfoPS) tidak hanya sekedar tampil sebagai tim perancang
beragam perangkat Teknologi Informasi Komunikasi dan komunikator penyampai
pesan dari berbagai kebijakan pemerintah saja. Akan tetapi juga harus
menjalankan peran gandanya sebagai humas pemerintah serta menciptakan
masyarakat melek IT yang juga mampu memproduksi informasi. Melalui new
media, peran dan fungsi Dinas KominfoPS dalam mempublikasikan program e-
government sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dinas Kominfops Kabupaten Indragiri Hilir merupakan instansi pemerintah di
bidang IT yang mencoba memfasilitasi segala kebutuhan IT warganya agar dapat
melek IT sekaligus diharapkan mampu memproduksi konten informasi, sehingga
dapat berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Zweers and Planque dalam (Gunawan, 2015) memberikan defenisi, E-
Government berhubungan dengan penyedia informasi, layanan atau produk yang
disiapkan ecara elektronik, dengan dan oleh pemerintah tidak terbatas tempat dan
waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan. Konsep e-
government bukanlah sebuah inisiatif yang mudah dan murah. Rekam jejak
perjalanan e-Government di Provinsi Riau secara formal dapat kita lihat pasang-
surutnya berdasarkan hasil Survei Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGl)
Kementrian Kominfo. Berikut disajikan data PeGl Kabupaten/ Kota di Provinsi

Riau :



Tabel 1.1
Hasil PeGl Kementrian Komunikasi dan Informatika Tingkat
Kab/Kota di Provinsi Riau

No. Kabupaten/ Kota Nilai Rata-rata Kategori
1. | Kota Dumai 2.32 Kurang

2. | Kab. Kampar 2.13 Kurang

3. | Kab. Kuantan Singingi 2.06 Kurang

4. | Kab. Pelalawan 1.98 Kurang

5. | Kab. Siak 1.75 Kurang

6. | Kota Pekanbaru 1.65 Kurang

7. | Kab. Indragiri Hilir 1.64 Kurang

8. | Kab. Bengkalis 1.57 Sangat Kurang
9. | Kab. Rokan Hilir 1.41 Sangat Kurang
10. | Kab. Indragiri Hulu 1.16 Sangat Kurang
11. | Kab. Rokan Hulu 1.14 Sangat Kurang
12. | Kab. Kep. Meranti 1.00 Sangat Kurang

Sumber : Survei PeGl Kominfo

Dari keseluruhan Kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau, kesemuanya
mendapatkan predikat kurang. Ini membuktikan bahwa penerapan e-Government
pada pemerintah daerah (kabupaten dan kota) yang ada di Provinsi Riau masih
jauh dari harapan, dimana nilai rata-rata dari 5 dimensi PeGl sebesar hanya
sebesar 1,65 atau berada pada kategori “kurang”, Kabupaten Indragiri Hilir masuk
kategori kurang dengan nilai rata-rata 1.64.

Dalam (Indrajid, 2005) Sebelum memutuskan untuk mengalokasikan
sejumlah sumber daya yang sangat besar, harus dimengerti dahulu latar belakang
apa yang menyebabkan inisiatif e-government perlu (atau tidak) untuk
diimplementasikan. Tujuan utama dari penerapan InPAS ini adalah agar warga
Indragiri Hilir tidak gagap teknologi (gaptek) di era serba digital. Hal ini sekaligus
sebagai upaya dari Dinas KominfoPS Kabupaten Indragiri Hilir dalam
menyiapkan segala sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Indragiri Hilir, karena menjadi

bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tentu dengan



perkembangan dan akses yang mudah akan memiliki dampak perkembangan yang
sangat cepat baik dalam perorangan, bisnis, maupun bagi Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hilir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berikut ini disajikan tabel detail aplikasi Informasi Pemerintah dan

Masyarakat (InPAS) sebagai berikut :

Tabel 1.2

Detail Aplikasi Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS)
No. Info Aplikasi Keterangan
1. | Versi 1.6
2. | Update pada 9 Februari 2019
3. | Download 100+ download
4. | Ditawarkan oleh Diskominfo PS Kab. Inhil
5. | Dirilis tanggal 14 Juli 2018
6. | Rating 3+

Sum.ber : Dinas Kominfo PS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik resmi meluncurkan sistem Informasi
Pemerintah dan Masyarakat (InPAS), Senin (16/7/2018) malam. Layanan yang

terdapat di aplikasi InPAS dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Layanan pada Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS)
No. Menu Layanan
1. | Dashboard GGTV (Gemilang Televisi), SIAP POL PP

INHIL (Sistem Informasi Terpadu Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Inhil, Cloud
Inhilkab, e-berTanjak, e-PAD, eMonev,
ePerizinan, ePlanning, Gudang Data, Hotspot
Area, Inhilkab Hosting, Inhilkab Main, JDIH,
Lapor, LPSE, Media Center, PPID, SiPAMIL
(ePengaduan), SIPKD, WebGIS Jalan &
Jembatan dan WebGIS Sarana & Prasarana.

2. | Kabar OPD Berisi berita terkait Organisasi Perangkat
Daerah
3. | Kabar Masyarakat Berisi berita tentang masyarakat yang ditulis

langsung oleh masyarakat.
Sumber : Dinas Kominfo PS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019




Terbatasnya akses informasi dan dilaksanakan sebagai wujud tindaklanjut
dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik merupakan latar belakang lahirnya ide sistem aplikasi InPAS ini. InNPAS
merupakan sebuah program berbasis internet yang tengah dikembangkan
DiskominfoPS Inhil dengan tujuan untuk mempermudah akses informasi
kepemerintahan oleh masyarakat Indragiri Hilir secara luas. Melalui aplikasi ini,
merupakan bagian pemanfaatan kemajuan di bidang teknologi informasi ini
dengan sebaik-baiknya dalam rangka optimalisasi keterbukaan informasi publik
sesuai amanah UU Nomor 14 Tahun 2008. Diharapkan operator mampu
menyampaikan berita-berita yang berkualitas melalui InPAS.

Melalui InPAS, semua lapisan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir
berkesempatan bisa belajar beragam materi pelatihan TIK tanpa ada pungutan.
INPAS berupaya meningkatkan pelayanannya agar dapat menjangkau seluruh
masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir sebagai upaya percepatan menuju visi Spirit
Baru Indragiri Hilir yang Lebih Maju, Bermarwah dan Bermartabat melalui
pelayanan informasi publik dengan sistem E-Government. Yaitu konsep kota
modern berbasis teknologi informasi yang saat ini telah banyak diterapkan di
sejumlah kota besar di seluruh dunia, sebagai konsekuensi logis dari
meningkatnya kebutuhan masyarakat yang ingin mengakses informasi dan
berkomunikasi dengan mudah dan cepat.

Instruksi Presiden No. 6/2001 tanggal. 24 April 2001 tentang Telematika
(Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat
pemerintahan harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good

governance dan mempercepat proses demokrasi. Lebih jauh lagi, e-government



wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda diberbagai kantor-kantor
pemerintahan. Administrasi publik adalah salah satu area dimana internet dapat
digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat yang berupa
pelayanan yang mendasar dan mensimplifikasi hubungan antar masyarakat dan
pemerintah.

Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan Pemerintahan Absolut,
Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan
Komunikasi dan Informatika dikategorikan kedalam urusan pemerintahan bersifat
konkuren hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pasal 12 ayat 2. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan
Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
meliputi komunikasi dan informatika.

Upaya pengelolaan program Informasi Pemerintah dan masyarakat di
Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah daerah memberikan wewenang kepada
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri
Hilir sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pasal 2 ayat (1) “Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik Tipe A menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.



Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik merupakan unsur pelaksana
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik;

b. Pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik;

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan
Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik;

d. Pembinaan teknis penyenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan di
bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Dasar program InPAS daerah adalah Peraturan Bupati Indragiri Hilir No.
20 Tahun 2018 Tentang Manajemen Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Pengelolaan program

Informasi Pemerintah dan Masyarakat Bagian Kesatu Pengelola Pogram InPas

Daerah Pasal 8 yaitu:

(1) Dalam rangka memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik
sebagaimana dimkasud pada Pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b),
maka perlu dibuat Pengelola Program InPas Daerah.

(2) Dalam memberikan pelayanan informasi publik, Pengelola Program
InPas Daerah menerapkan sistem terpusat satu pintu atau sentralistik.



(3) Setiap permintaan informasi publik yang ditujukan kepada Bupati, Wakil
Bupati, Sekretaris Daerah, dan Badan Publik di Lingkungan Pemerintah
Daerah, di ajukan melalui Pengelola Program InPas Daerah.

(4) Pengelola Program InPas daerah di kelola olen PPID Utama sebagai
pelaksana dan penanggungjawab pelaksanaannya.

Dengan berbekal kemampuan mengapresiasi perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi, Dinas KominfoPS Kabupaten Indragiri Hilir bertekad
memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari sistem dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir atau lebih dikenal e-government. Dalam
penyelenggaraan e-government Dinas KominfoPS telah membangun infrastruktur
jaringan komunikasi di seluruh OPD dan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten
Indragiri Hilir. Untuk Implementasi e-government sistem yang sudah di bangun
dan dalam tahap penyempurnaan antara lain Program-program KominfoPS akan
disejalankan dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dengan visi spirit baru Indragiri Hilir yang lebih maju, Bermarwah dan
bermartabat, adapun upaya yang menjadi prioritas saat ini, penataan tower
telekomuniasi dengan revisi Perda, pelayanan informasi publik dengan sistem e-
government, membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kecamatan
dan Desa serta meningkatkan kemitraan dengan media massa di kabupaten
Indragiri Hilir sebagai akses informasi bagi masyarakat.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang
bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,
dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Atasan PPID adalah pejabat yang
merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan / atau atasan dari

atasan langsung pejabat yang bersangkutan. PPID Utama dalam layanan Informasi

Pemerintah dan Masyarakat dipimpin oleh Kepada Bidang Pengelolaan,



Pelayanan, Penyediaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten
Indragiri Hilir. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang
selanjutnya disingkat PPID Pembantu adalah pejabat yang bertanggung jawab
dibidang pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan,
pemeliharaan, penyediaan, distribusi, penyebarluasan dan / atau pelayanan
informasi pada Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir,
dan bertanggung jawab langsung kepada PPID Utama.

Permasalahan dalam penelitian ini salah satunya belum berkembangnya
integrasi jaringan seluruh SKPD yang didukung dengan implementasi teknologi
informasi dan komunikasi. Selain itu belum optimalnya pengelolaan dan
pengembangan database sehingga implementasi e-government belum sepenuhnya
didukung oleh data akurat, cepat dan tepat. Untuk lebih memfokuskan penelitian
yang akan dilakukan maka dilakukan analisis untuk mengukur tingkat Urgent,

Serious, Growth (USG) yang tergambar pada tabel berikut:



Tabel 1.4
Deskripsi Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

No. Deskripsi U S G Jumlah | Prioritas
Permasalahan Total
1 | Belum tersedianya sistem | 5 5 4 14 I
keterbukaan informasi
berbasis teknologi
2 | Belum dikelola secara baik, | 4 5 3 12 I

cepat dan akurat informasi
dari OPD dan Masyarakat

3 | Belum memiliki informasi | 4 3 4 11 Il
yang cepat dan akurat

4 | Masih rendahnya | 3 3 4 10 v
pemahaman OPD terhadap
kewajiban memberi
informasi

5 | Belum tersedia tempat| 3 3 3 9 \/
informasi/ berita aktual dari
masyarakat.

Sumber: Dinas Komunikas ilnformatika Persandian dan Statistik Kabupaten
Indragiri Hilir

Keterangan Predikat :

1. Sangat Kecil U. Urgent
2. Kecil S. Serious
3. Sedang G. Growth
4. Besar

5. Sangat Besar

Hasil analisis terhadap deskripsi permasalahan melalui Metode USG yang
menjadi skala prioritas adalah pada area implementasi teknologi informasi dan
komunikasi. Dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang kurang memadai
menghambat Dinas KominfoPS dalam mewujudkan teknologi informasi dan
komunikasi di Kabupaten Indragiri Hilir. Sarana dan prasarana layanan informasi
publik yang dimiliki Dinas Kominfops Kabupaten Indragiri Hilir disajikan tabel

1.5 berikut:
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Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasilnformatika Persandian dan
Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

No Jenis Asset Jumlah Kondisi | Tahun
1. Bangunan gedung Media Center 1 Baik 2015
2 Concrete Tower 1 Baik 2001
3 PC UNIT/ Komputer PC (Komputer 1 Baik 2016
Editing Audio/ Rakitan)
4. Komputer Mainframe (Server Data 2 Baik 2017
Center)
5. Komputer Mainframe (Proxy Server) 1 Baik 2017
6. Komputer Mainframe (Server Call 1 Baik 2017
Center)
7. PC Unit (Komputer untuk pelayanan) 3 Baik 2017
8. PC Unit (Komputer untuk website) 2 Baik 2017
9. PC Unit (Komputer untuk Aplikasi) 3 Baik 2017
10. | Patch Panel 24 PORT 1 Baik 2017
11. | Rack Server 1 Baik 2017
12. | Switch 24 PORT 2 Baik 2017
13. | Wireless Mobile P2P 2 Baik 2017
14. | Website Diskominfops Kabupaten Inhil 1 Baik 2017
15. | Website Media Center Kabupaten Inhil 1 Baik 2017
16. | Website PPID Kabupaten Inhil 1 Baik 2017

Sumber : Dinas Kominfops Kabupaten Indragiri Hilir

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir memiliki keterbatasan dari segi
jumlah dalam sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas.

Dinas Komunikasi, Informatika,Persandian dan Statistik yang mempunyai
latar belakang teknis dan kecilnya peluang dalam mengikuti Diklat atau
Pendidikan dan Pelatihan. Jumlah pegawai Dinas Komunikasi Informatika
Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 90 orang Pegawai.
Dimana terdiri dari 30 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 60 tenaga kontrak/
honorer. Berikut disajikan Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian

dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Berdsarkan Diklat Stuktural:
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Tabel 1.6
Pegawai Dinas Komunikasilnformatika Persandian dan Statistik
Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Diklat Struktural

NO JENIS DIKLAT JUMLAH PNS
1 | SPAMEN/PIMII 1

2 | SPAMA/PIM IlI 2

3 | ADUM/ADUMLA/PIM IV 4

Sumber: Dinas Komunikasilnformatika Persandian dan Statistik Kabupaten
Indragiri Hilir

DiskominfoPS Kabupaten Indragiri Hilir memiliki peran untuk mengelola
penyelenggaraan data elektronik, melakukan penyiapan, perumusan dan
pelaksanaan kegiatan dibidang infrastuktur teknologi, pengembangan pegelolaan
aplikasi serta keamanaan informasi dan komunikasi. Namun permasalahan yang
muncul dalam pengembangan E-Government di Pemerintahan Kabupaten
Indragiri Hilir tersebut antara lain :

a. Belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan
pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk menghasilkan layanan
informasi yang berkualitas. Sehingga belum berkembangnya integrasi
jaringan seluruh SKPD yang didukung dengan implementasi teknologi
informasi dan komunikasi. Selain itu belum optimalnya pengelolaan dan
pengembangan database sehingga implementasi e-government belum
sepenuhnya didukung oleh data akurat, cepat dan tepat.

b. Kurang optimalnya sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Dapat diketahui bahwa sarana dan
prasarana yang kurang memadai menghambat Dinas KominfoPS dalam
mewujudkan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Indragiri

Hilir.
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c. Kurangnya Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik yang mempunyai latar belakang teknis dan kecilnya

peluang dalam mengikuti Diklat atau Pendidikan dan Pelatihan.

Berdasarkan pemikiran diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian
mengenai Upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Mewujudkan
Teknologi Informasi Publik dengan judul penelitian yaitu “Manajemen Layanan
Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS) Oleh Pemerintah

Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018”.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas,
maka permasalahan yang akan diteliti diajukan dalam pertanyaan penelitian
adalah :
1) Bagaimana manajemen layanan Informasi Pemerintah dan Masyarakat
(InPAS) oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018?
2) Apa sajakah yang menjadi faktor penentu keberhasilam manajemen
layanan Informasi Pemerintah dan Masyarakat (INPAS) oleh Pemerintah

Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018?
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan ;

1) Untuk mendeskripsikan manajemen layanan Informasi Pemerintah dan

Masyarakat (InPAS) oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

2) Untuk melihat faktor apa saja yang menjadi penentu manajemen layanan

Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS) oleh Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir.

1.3.2

1)

2)

Manfaat Penelitian

Manfaat secara akademis, sebagai bahan kajian ilmiah dan dapat
memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan Illmu
Pemerintahan khususnya tentang manajemen pengelolaan Informasi
Pemerintah dan Masyarakat (InPas) oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri
Hilir Tahun 2018.

Manfaat secara praktis, dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir agar dapat meningkatkan
pencapaian E-Government pada pelayanan di lingkungan Kabupaten

Indragiri Hilir.
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1.4 Tinjauan Pustaka

1.4.1 Studi Terdahulu

Tabel 1.7

Studi Terdahulu

No. Indikator

Keterangan

1 | Nama dan Judul Penelitian

Lydia Iswandi dengan judul Pengembangan
E-Government Dalam Penyelenggaraan Tata
Kelola Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau
Tahun 2016 Jurusan Illmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan IImu Politik
Universitas Riau.

Teori

Tahapan  pengembangan  E-Government
menurut Inpres No. 3 Tahun 2013.

Metodologi Penelitian

Metode kualitatif

Hasil Penelitian

Faktor ~ penghambat  pelaksanaan  E-
Government yang dialami oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau.
Salah satu faktor penghambatnya ialah
terbatasnya anggaran, kurang maksimalnya
ketersediaan informasi data umum, data
pembangunan dan data lainnya.

Perbedaan

Perbedaan terletak pada:
a. Teori yang digunakan
b. Lokasi, Waktu dan Ruang Lingkup
Penelitian

2 | Nama dan Judul Penelitian

Sri Wulandari dengan judul ‘“Pengelolaan
Media Online Website dalam Penyebarluasan
Informasi Publik oleh Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Provinsi Riau
Tahun 2016” Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan IImu Politik
Universitas Riau.

Teori

Konsep  Good  Governance  (UNDP
mengembangkan sembilan prinsip  atau
karakteristik good governance yang saling
menguatkan)

Metodologi Penelitian

Metode Kualitatif

Hasil Penelitian

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Provinsi Riau pada dasarnya telah
melaksanakan  penyebarluasan  informasi
publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi publik, namun terdapat beberapa
kendala yang dialami dalam pelaksanaan
tersebut hingga menjadikan pelaksanaan
pengelolaan  website ~ kurang  optimal
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padatahun 2016.

Perbedaan

Perbedaan terletak pada:
c. Teori yang digunakan
d. Lokasi, Waktu dan Ruang Lingkup
Penelitian

3 | Nama dan Judul Penelitian

Anita  Yuniati Sinaga dengan  judul
“Partisipasi Politik Virtual pada Pemilihan
Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018
(Studi Partisipasi Politik Melalui Facebook)”
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilimu
Sosial dan Politik Universitas Riau.

Teori

Teori Partisipasi Politik dan Demokrasi
Digital

Metodologi Penelitian

Metode Kuantitatif

Hasil Penelitian

Responden yang berasal dari akun Facebook
Syamsuar-Edy tingkat partisipasi politik
virtualnya di Facebook termasuk pada
kategori aktif dengan rekapitulasi skor rata-
rata 1,68 dan responden yang berasal dari
akun Facebook Lukman Edy-Hardianto (Riau
Bangkit) tingkat partisipasi politik virtualnya
di Facebook termasuk pada kategori cukup
aktif dengan rekapitulasi skor rata-rata 1,24.
Dengan demikian tidak ada korelasi antara
banyaknya jumlah followersdan perolehan
suara pada pemilihan kepala daerah di
provinsi Riau tahun 2018. Pada realita yang
ada followers Facebook Syamsuar-Edy lebih
aktif dalam melakukan partisipasi politik
virtual melalui Facebook dibandingkan
dengan followers Facebook Lukman Edy-
Hardianto, maka tepat bila Syamsuar-Edy
dapat memperoleh suara terbanyak.

Perbedaan

Perbedaan terletak pada:
a) Teori yang digunakan
b) Metodologi penelitian
c) Lokasi, Waktu dan Ruang Lingkup
Penelitian

Penelitain yang dilakukan oleh Lydia Iswandi dengan judul

Pengembangan E-Government Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Daerah di Provinsi Riau Tahun 2016 Jurusan IImu Pemerintahan Fakultas IImu

Sosial dan llmu Politik Universitas Riau. Menggunakan metode kualitatif, hasil
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penelitian yang dilakukan menghasilkan beberapa faktor penghambat pelaksanaan
E-Government yang dialami oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Riau. Salah satu faktor penghambatnya ialah terbatasnya anggaran, kurang
maksimalnya ketersediaan informasi data umum, data pembangunan dan data
lainnya.

“Pengelolaan Media Online Website dalam Penyebarluasan Informasi
Publik oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun
2016” oleh Sri Wulandari Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan
Illmu Politik Universitas Riau. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau pada dasarnya telah
melaksanakan penyebarluasan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, namun terdapat
beberapa kendala yang dialami dalam pelaksanaan tersebut hingga menjadikan
pelaksanaan pengelolaan website kurang optimal padatahun 2016. Berbagai
kendala yang dialami berasal dari kualitas sumber daya pengelola website
tersebut, karena kurangnya komitmen pengelola dalam meyebarluaskan informasi
tersebut menjadikan pelaksanaan pengelolaan website kurang optimal padatahun
2016. Namun berbeda dengan saat ini, pengelolaan website di lingkungan Dinas
Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau sudah banyak mengalami
peningkatan. Faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan website dalam
penyebarluaasan informasi publik oleh Dinas Komunikasi Informatika dan
Statistik Provinsi Riau ialah beberapa ruang pada website tidak terisi informasi

yang seharusnya, hal itu disebabkan kurangnya komitmen pengelola website yang
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berasal dari OPD-OPD terkait. Selain itu keterbatasan anggaran, serta SOP yang
kurang terstruktur juga menjadi sebuah hambatan dalam pengelolaan website.
“Partisipasi Politik Virtual pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau
Tahun 2018 (Studi Partisipasi Politik Melalui Facebook)” yang dilakukan oleh
Anita Yuniati Sinaga berasal dari Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial
dan Politik Universitas Riau. Hasil dari penelitian ini adalah Responden yang
berasal dari akun Facebook Syamsuar-Edy tingkat partisipasi politik virtualnya di
Facebook termasuk pada kategori aktif dengan rekapitulasi skor rata-rata 1,68 dan
responden yang berasal dari akun Facebook Lukman Edy-Hardianto (Riau
Bangkit) tingkat partisipasi politik virtualnya di Facebook termasuk pada kategori
cukup aktif dengan rekapitulasi skor rata-rata 1,24. Dengan demikian tidak ada
korelasi antara banyaknya jumlah followers dan perolehan suara pada pemilihan
kepala daerah di provinsi Riau tahun 2018. Pada realita yang ada followers
Facebook Syamsuar-Edy lebih aktif dalam melakukan partisipasi politik virtual
melalui Facebook dibandingkan dengan followers Facebook Lukman Edy-
Hardianto, maka tepat bila Syamsuar-Edy dapat memperoleh suara terbanyak.
Faktor pendorong yang paling berpengaruh bagi followers yang berasal dari akun
Facebook Syamsuar-Edy adalah faktor keterlibatan pemerintah yang meluas
dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Untuk followers yang berasal dari
akun Facebook Lukman Edy-Hardianto, faktor terbanyak yang mendorong
responden untuk melakukan partisipasi politik virtual melalui Facebook adalah
Modernisasi. Faktor penghambat untuk melakukan partisipasi politik melalui
facebook lebih banyak yang berasal dari pendekatan teknis dibandingkan dengan

dua pendekatan lainnya.
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Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan
oleh peneliti terletak pada fokus penelitian diantaranya Teori yang digunakan,
Metodologi penelitian, Lokasi, Waktu dan Ruang Lingkup Penelitian. Pada
penelitian ini penelitian berfokus pada Manajemen layanan Informasi Pemerintah
dan Masyarakat (InPAS) oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan
perbedaan selanjutnya peneliti menggunakan teori Manajemen Pemerintahan dan
Faktor tingkat kesiapan E-Government di Daerah. Selain itu lokasi dan waktu
penelitian juga berbeda. Penelitian yang dilakukan di Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dan PPID
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018.

1.4.2 Kerangka Teori
a. Manajemen Pemerintahan

Menurut (Nawawi, 2013) Pihak manajemen harus responsif dengan
perkembangan ini dengan melakukan sejumlah penyesuaian, kemudian
mengambil manfaat atau keuntungan dari sejumlah perubahan tersebut. Misalnya
dengan mengadopsi sistem apa yang sering disebut e-government. Jika tugas dan
fungsi manajemen itu meliputi fungsi planning, organizing, actualing, dan
controlling atau yang sering dingkat POAC, maka jika disederhanakan ke dalam
perspektif teknologi informasi (IT), pada dasarnya tugas umum manajemen
pemerintahan adalah melayani masyarakat yang didalamnya berkaitan dengan
pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyebaran data maupun informasi

yang penting bagi masyarakat.
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Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud Taliziduhu
Ndraha dalam bukunya yang berjudul Kybernology (limu Pemerintahan Baru)
Jilid 1 (Ndraha, 2011), antara lain :

1) Perencanaan Pemerintahan;
Dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-
langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur) organisasi.

Menurut Nurman (Nurman, 2017) manajemen sangatlah berperan dalam
organisasi termasuk organisasi pemerintahan dimana terdapat fungsi-fungsi
manajemen yang bekerja didalam pemerintahan di antaranya, fungsi perencanaan
yang bersifat strategik yang dilakukan oleh pemerintah yang diyakini seiring
berjalannya waktu pemerintah akan lebih banyak menjalankan fungsi perencanaan
pada pemerintahan yang dijalankannya demi tercapainya tujuan dari negara.
Sedangkan fungsi yang bersifat taktis dan operasional dibuat oleh perancangnya.
Untuk menyusun perencanaan strategik, organisasi pemerintah perlu didukung
oleh pegawai yang memiliki wawasan luas dan jangkauan pandangan ke masa
depan.

Menurut (Indrajid, Tata Kelola Teknologi Informasi, 2016) proses tata
kelola teknologi informasi yang harus diperhatikan adalah menyusun rencana
strategis teknologi informasi. Menyusun rencana pembangunan dan
pengembangan teknologi informasi di sebuah institusi sangatlah penting untuk
menjamin bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki diarahkan demi kepentingan
dan kebutuhan lembaga dimaksud. Keselarasan antara tujuan organisasi dengan
program maupun portofolio proyek pembangunan teknologi informasi sangatlah

penting untuk memastikan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.
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2) Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan;
Realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya,
baik Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), maupun
Sumber Daya Benda (SDB). Sebelum digunakan, sumber daya harus
diorganiasikan agar siap pakai.

Menurut (Nurman, 2017) Bila dilihat dari fungsi pengorganisasian,
manajemen pemerintahan bekerja dengan sistem jaringan. Semakin banyaknya
jaringan yang bisa didapat pada saat ini akan memudahkan pemerintah dalam
mengorganisasikan sesuatu. Kerja sama lintas fungsi dan lintas unit akan lebih
banyak dilakukan. Dengan sendirinya hubungan kerja secara hierarki menjadi
semakin berkurang.

Menurut (Indrajid, Tata Kelola Teknologi Informasi, 2016) dalam sebuah
organisasi yang memanfaatkan teknologi informasi, perlu secara jelas dirumuskan
peranan, fungsi, tugas dan tanggung jawab setiap individu yang mengelola
maupun menggunakannya. Dengan semangat tata kelola organisasi yang baik
(good corporate governance), harus ditetapkan siapa-siapa saja yang berhak dan
bertanggung jawab terhadap penerapan serta pemeliharaan teknologi informasi
berbasis asas transparansi dan akuntabilitas yang jelas. Pimpinan organisasi harus
memastikan adanya strategi, aturan, kebijakan dan prosedur yang ditaati serta
dipatuhi seluruh pemangku kepentingan.

3) Penggunaan sumber-sumber pemerintahan;
Dilakukan untuk menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar

mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan.
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Menurut (Nurman, 2017) dengan adanyanya jaringan kerja, maka fungsi
penggerakan akan lebih banyak berupa garis-garis kebijakan. Para anggota
organisasi yang cerdas dan kreatif akan mampu menerjemahkan sesuai dengan
situasi dan kondisi yang dihadapinya. Dalam hal ini, delegasi wewenang diberikan
kepada setiap anggota organisasi sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.

Menurut (Indrajid, Tata Kelola Teknologi Informasi, 2016) mengatakan
bahwa dalam implementasinya, para pengguna atau user-lah yang akan memakai,
menggunakan, menerapkan, atau mengoperasikan teknologi yang tersedia di
organisasi atau perusahaan. Oleh karena itulah harus tersedia dokumen penerapan
apikasi yang dapat membantu pengguna dalam memahami dan mengoperasikan
berbagai sistem yang ada di organisasi. Disamping itu diperlukan pula
serangkaian pelatihan atau training bagi para pengguna agar lancar serta mahir
mengoperasikan teknologi yang ada.

4) Kontrol pemerintahan;
Dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan
hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut.

Fungsi pengawasan dan pengendalian menurut (Nurman, 2017) yang
dilaksanakan oleh manajemen pemerintahan justru akan semakin mendalam dan
luas, seiring dengan membesarnya desentralisasi kegiatan pemerintah kepada
masyarakat dalam bentuk privatisasi. Tanpa adanya pengawasan dan pengendalian
yang ketat akan terjadi suasana tanpa kendali.

Untuk memastikan efektivitas implementasi teknologi informasi dan
komunikasi menurut (Indrajid, Tata Kelola Teknologi Informasi, 2016)

dibutuhkan proses pengawasan dan pemantauan yang ketat. Indikator atau ukuran
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Kinerja haruslah ditetapkan sebagai acuan apakah sistem dimaksud telah bekerja
sebagaimana target atau harapan yang diinginkan atau tidak. Dari waktu ke waktu,
secara rutin maupun ad-hoc, harus dilakukan pengawasan dan pemantauan
terhadap seluruh indikator yang dimaksud. Jika terjadi penyimpangan, harus
segera dilakukan langkah-langkah untuk menanganinya, sehingga dilakukan
intervensi agar Kkinerja sistem teknologi yang dmiliki kembali pada situasi
seharusnya.
b. Electronic Government

Menurut (Indrajid, e-Government in Action, 2005), ada sejumlah faktor
penentu yang patut menjadi pertimbangan dalam menentukan tingkat kesiapan
sebuah daerah untuk menerapkan e-government yaitu:

1) Infrastruktur Telekomunikasi.

Dalam level pelaksanaannya, perangkat keras seperti komputer, jaringan
dan infrastruktur akan menjadi faktor teramat penting dalam penerapan e-
government. Secara ideal memang harus tersedia infrastruktur yang dapat
menunjang target atau prioritas pengembangan e-government yang telah
disepakati. Untuk daerah yang masih memiliki infrastruktur yang masih teramat
sangat minim, adalah baik dipikirkan pola kerjasama dengan sejumlah pihak
swasta guna mengundang mereka berinvestasi didaerah tersebut.

Dalam dunia penjaminan mutu, istilah yang kerap dipakai sebagai standar
baku manajemen pengelolaan kualitas adalah QMS atau Quality Management
System. Sebagai sebuah infrastruktur pendukung bisnis, teknologi informasi dan
komunikasi harus memiliki standar kualitas yang jelas — untuk memastikan

tercapainya kinerja sebagaimana diharapkan. Perlu diperhatikan, bahwa dari
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waktu ke waktu, harus terjadi perbaikan kualitas. Pemenuhan sebuah standar
bukanlah sasaran akhir dari sebuah manajemen kualitas. Organisasi atau
perusahaan berdaya saing tinggi perlu memiliki kinerja teknologi informasi yang
jauh melampaui standar umum.

2) Tingkat Konektivitas dan Penggunaan T1 oleh Pemerintah.

Dengan mengamati sejauh mana pemerintah saat ini telah memanfaatkan
beraneka ragam teknologi informasi dalam membantu kegiatan sehari-hari akan
tampak sejauh mana kesiapan mereka untuk menerapkan konsep e-government,
sudah menjadi rahasia umum bahwa meskipun banyak sekali lembaga
internasional yang telah memberikan bantuan dana pinjaman atau hibah untuk
membeli sejumlah teknologi perangkat keras bagi pemerintah, namun instrumen
tersebut tidak dipergunakan secara maksimal dan banyak yang tidak dirawat
sehingga kina sudah dalam kondisi rusak.

Menurut (Indrayani, 2013) komputerisasi dapat meningkatkan efisiensi
administrasi pemerintahan daerah sekaligus menampung semakin banyaknya
kebutuhan pengolahan data untuk pengambilan keputusan dan pelayanan publik.

3) Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintah.

Yang akan menjadi “pemain utama” atau subjek didalam inisiatif e-
government pada dasarnya adalah manusia yang bekerja di lembaga
pemerintahan, sehingga tingkat kompetensi dan keahlian mereka akan sangat
mempengaruhi performa penerapan e-government. Semakin tinggi tingkat
information technology literacy SDM di pemerintah, semakin siap mereka untuk

menerapkan konsep e-government.
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Menurut (Indrajid, Tata Kelola Teknologi Informasi, 2016) Teknologi
informasi harus dikelola oleh orang-orang yang berkompeten di beragam bidang,
seperti: jaringan, perangkat keras, aplikasi, database, data center, pelatihan,
proses bisnis, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah maka proses perekrutan,
penempatan, pengembangan, penguatan, penilaian, pengawasan, hingga pelepasan
(terminasi) para personal teknologi informasi harus dikelola secara profesional.

4) Kesediaan Dana dan Anggaran.

Pemerintah daerah tertentu harus memiliki jaringan yang cukup terhadap
berbagai sumber dana yang ada dan memiliki otoritas untuk menggerakkannya.
Dana yang dibutuhkan tidak sekedar investasi belaka, namun perlu pula
dianggarkan untuk biaya operasional, pemliharaan dan pengembangan
dikemudian hari.

Menurut (Indrajid, Tata Kelola Teknologi Informasi, 2016) Demi
memperoleh layanan teknologi informasi yang andal dan prima, dibutuhkan biaya
atau sumber daya finansial dengan jumlah yang sesuai dengan fitur serta kualitas
yang diinginkan. Oleh karena itulah maka setiap kebutuhan biaya harus dihitung
secara cermat dan mendapatkan komitmen persetujuan pimpinan oeganisasi untuk
dialokasikan atau dibayarkan kepada penyedia jasa layanan teknologi informasi.

5) Perangkat Hukum.

Karena konsep e-government sangat terkait dengan usaha penciptaan dan
pendistribusian data / informasi dan hak cipta intelektual, misalnya akan
merupakan hal yang perlu dilindungi oleh Undang-undang atau peraturan hukum

yang dapat menjamin terciptanya mekanisme e-government yang kondusif.
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Menurut (Indrajid, Tata Kelola Teknologi Informasi, 2016) Kebutuhan
untuk menjaga validitas dan integritas data maupun informasi serta memproteksi
berbagai aset teknologi informasi memaksa organisasi untuk menerapkan
sejumlah proses terkait dengan manajemen keamanan sistem. Organisasi perlu
mengembangkan sejumlah kebijakan, standar, maupun prosedur untuk mengelola
aspek keamanan dimaksud. Keseluruhan peraturan tersebut haruslah dipantau
implementasinya dan dipastikan efektivitasnya — terutama dalam hubungannya
dengan usaha untuk menanggapi berbagai ancaman keamanan maupun
menghadapi kelemahan/ kerawanan sistem yang dimiliki organisasi.

6) Perubahan Paradigma.

Perubahan paradigma ini akan bermuara pada dibutuhkannya kesadaran
dan keinginan untuk mengubah cara kerja, bersikap, perilaku, dan kebiasaan
sehari-hari. Jika para pemimpin dan karyawan di pemerintahan tidak mau
berubah, maka dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan belum siap untuk
menerapkan konsep e-government.

Sangat banyak proyek teknologi informasi yang gagal bukan pada tahap
perancangan dan pembangunannya, namun pada saat implementasi atau
penerapannya di organisasi atau perusahaan. Penyebab utamanya sangatlah klasik,
seperti:

a. Kebanyakan pengguna atau user yang terdiri dari manajemen maupun
karyawan enggan atau tidak mau untuk berubah karena sudah nyaman
dengan kondisi yang ada;

b. Tidak adanya komitmen yang nyata dari pimpinan untuk membantu

proses implementasi sehingga segenap jajaran sumber daya manusia
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diperusahaan tidak begitu perduli terhadap keberadaan aplikasi baru yang

ingin diterapkan;

c. Resistansi dari sejumlah pihak yang lebih senang menggunakan cara kerja
dengan sistem lama, apalagi secara politis mendapatkan dukungan dari
vendor atau mitra teknologi yang ada;

d. Komunikasi yang tidak lancar antara pihak-pihak yang bertanggung
jawab maupun berkepentingan dengan penerapan teknologi informasi
sehingga tidak terdapat kejelasan mengenai keberadaan, strategi,
pendekatan, kepentingan, peta pandu, dan lain sebagainya;

e. Kurangnya dana dan sumber daya yang tersedia untuk melakukan proses
edukasi dan sosialisasi yang mencukupi; dan lain sebagainya.

Pemahaman Pemerintah Daerah mengenai esensi dan tujuan e-government
juga menjadi faktor yang mempengaruhi dalam penerapan e-government, hal ini
karena penerapan e-goverment diharapkan dapat merubah sistem pemerintahan
dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dan terorganisir. Sehingga
penerapan e-government oleh pemerintah daerah tidak hanya karena ketakutan
akan ketertinggalan oleh negara lain dalam bidang teknologi, sedangkan esensi
dan tujuan utama e-government tidak dapat terwujud. Hal ini tentu akan

merugikan pemerintah daerah sendiri karena akan terjadi pemborosan dana.
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1.5 Kerangka Berpikir

Bagan 1.1
Kerangka Berpikir

Undang-undang Nomor 11 Tahun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
2008 tentang Informasi dan — 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Transaksi Elektronik Informasi Publik
v

Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 20
Tahun 2018 Tentang Manajemen Layanan
Informasi dan Dokumentasi Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri
Hilir.

v

Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor:
Ktps.634/IX/HK-2017 Tentang Penetapan
Struktur dan Pengelola Layanan Informasi
dan  Dokumentasi Pemerintah  Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir

2

Fenomena :

1) Belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan pemerintah
daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk menghasilkan layanan informasi yang
berkualitas.

2) Belum berkembangnya integrasi jaringan seluruh SKPD

3) Kurang optimalnya sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah.

4) Kurangnya Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik yang mempunyai latar belakang teknis dan kecilnya peluang dalam mengikuti

Diklat atau Pendidikan dan Pelatihan.

Teori

a. Manajemen Pemerintahan

(Perencanaan pemerintahan, penggunaan, pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan,
sumber-sumber pemerintahan dan kontrol pemerintahan)

c. Faktor penentu tingkat kesiapan E-Government di Daerah

(Infrastruktur Telekomunikasi, Tingkat Konektivitas dan Penggunaan Tl oleh Pemerintah,
Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintah, Ketersediaan Dana dan Anggaran, Perangkat
Hukum dan Perubahan Paradigma).

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019
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1.6 Defenisi Konseptual
Konsep operasional adalah penyusunan variabel-variabel penelitian yang
dapat di ukur atau dioperasionalisasikan sesuai dengan kenyataan dilapangan.

Untuk memudahkan penganalisaan dan menghilangkan kerancuan defenisi, maka

operasional penelitian tentang pengelolaan aplikasi INPAS adalah :

1. Manajemen Layanan : Kegiatan pengelolaan pelayanan publik yang
dilakukan oleh instansi pemerintah atau organisasi.

2. Informasi Pemerintah dan Masyarakat : Tempat pelayanan informasi dan
dokumentasi publik dan berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang
bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi
publik Kabupaten Indragiri Hilir dengan sistem terpusat dan sentralistik.

3. Manajemen layanan InPAS : Merupakan kegiatan pengelolaan pelayanan
informasi dan dokumentasi publik dan berbagai informasi dan dokumentasi
lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian informasi dan
dokumentasi publik Kabupaten Indragiri Hilir dengan sistem terpusat dan

sentralistik.

1.7 Metode Penelitian
1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif . Menurut
(Sugiyono, 2016), Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat postpositivieme, digunakan untuk meneliti pada

kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana
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peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan
secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generaisasi. Sedangkan
metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan
atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat
kesimpulan yang lebih luas. Sedangkan jenis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah  deskriptif. Penelitian  kualitatif memiliki  karakteristik dengan
mendekripsikan suatu keadaan yang sebenarnya. Teknik ini dimaksudkan untuk
mendapatkan informasi yang lebih terperinci dalam mengeksploitasi dan
Klarifikasi fenomena terkait pengelolaan aplikasi Informasi Pemerintah dan
Masyarakat (InPas) oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
1.7.2 Lokasi, Waktu dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PPID dan Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir karena sesuai dengan tugas dan
fungsi yang dijalankan oleh DiskominfoPS Kabupaten Indragiri Hilir yaitu
pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika,
persandian dan statistik maka secara otomatis DiskominfoPS dituntut dalam
menerapkan e-government dalam administrasi pemerintahannya maupun dalam
pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu alasan penulis meneliti di PPID dan
Dinas ini di karenakan ketertarikan penulis terhadap aplikasi InPas yang
digunakan Dinas Kominfo, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten
Indragiri Hilir tentang Keterbukaan Informasi Publik. Alasan menetapkan Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

sebagai lokasi sekaligus objek penelitian sebagai berikut :
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a) Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis sebelumnya di
kantor Media Centre PPID dan Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

b) Karena Belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan informasi
dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk
menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak
tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua)
bulan , 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan analisis data yang meliputi
penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung. Alasan
memilih waktu penelitian tahun 2018 adalah

a) Tahun tersebut merupakan tahun dimulainya pelaksanan program
Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS.

b) Selain itu tahun tersebut tidak terlalu sulit untuk mendapatkan data-
data, karena masih bisa didapatkan di lokasi penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian pada PPID dan

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri
Hilir. Ruang lingkup penelitian ini hanya berkaitan dengan Manajemen layanan
Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
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1.7.3 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Untuk memperoleh informasi, keterangan dan data-data yang diperlukan,

penulis mendapatkan data bedasarkan jenis dan sumber sebagai berikut :

1)

2)

Data Primer, Menurut (Bungin, 2013) adalah data yang diperoleh langsung
dari lapangan, yaitu mengenai tanggapan informan tentang data-data maupun
informasi yang diperlukan guna penelitian. Dalam penelitian kualitatif tidak
dipermasalahkan jumlah informan. Prosedur pemilihan informan yang
terpenting adalah menentukan informan kunci (key informan) atau situasi
sosial tertentu dengan syarat informasi sesuai dengan fokus penelitian.

a) Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala
Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan dan Penguatan Kapasistas
Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (P4AKSDKI), Project Leader
INPAS, PPID Kabupaten Indragiri Hilir, Wartawan dan Masyarakat.

b) Proposal Proyek Perubahan “Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik
Melalui Aplikasi Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS) di
Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir.

Data sekunder, yaitu data tidak langsung diberikan kepada pengumpul data/

diperoleh dari pihak kedua seperti hasil dari penelitian orang lain, tulisan dan

media cetak, berbagai buku, dokumentasi dan catatan pribadi yang memiliki
hubungan dengan objek pengkaji. Adapun data sekunder dari penelitian ini

adalah :
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a) Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

b) Rencana Strategi (Renstra) Diskominfo PS dan Rencana Kerja (Renja)
Diskominfo PS Tahun 2018.

c) Data Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Data Informasi
Publik pada Aplikasi Informasi Pemerintah dan masyarakat (INPAS)
Kabupaten Indragiri Hilir.

d) Dokumen Diskominfops Kabupaten Indragiri Hilir.

e) Buku, Jurnal dan Perundang-undangan.

b. Sumber Data

Sumber data dilakukan dengan cara wawancara mendalam kepada pihak-
pihak yang terkait di dalam Pengelolaan Informasi Pemerintah dan Masyarakat
(InPAS) oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam melakukan sumber
data maka harus ditentukan terlebih dahulu informan penelitian. Penelitian
informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan prosedur purposif
yang merupakan penentuan informan dengan pertimbangan tertentu atau teknik
penentuan Kriteria yang sudah jelas. Informan penelitian di dalam penelitian
kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data
atau informasi itu dapat diperoleh. Penentuan informan dalam penelitian ini
dilakukan yakni dengan menggunakan teknik prosedur purposif. Menurut
(Bungin, 2013) Prosedur purposif adalah salah satu strategi menentukan informan
yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok
peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan

masalah penelitian.
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Alasan memilih informan dalam penelitian ini adalah alasan posisional
dan reputasi. Artinya informan dalam penelitian yang dimaksudkan penulis
memiliki posisi dan reputasi yang bisa membantu untuk mendapatkan informasi
yang lebih terperinci dalam mengeksplorasi dan klasifikasi atas fenomena atau
fakta tentang Manajemen Pengelolaan Informasi Pemerintah dan Masyarakat oleh
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018. Adapun informan dalam
penelitian ini adalah :

Tabel 1.4
Informan Penelitian

No. Nama Jabatan Jumlah

1. | Drs. H. M. Thaher, MM | Kepala Dinas Kominfops | 1 orang
Kabupaten Indragiri Hilir

2. | Trio Beni Putra, SE, MM | Kepala Bidang PAKSDKI | 1orang
DiskominfoPS Kabupaten Indragiri
Hilir / PPID Utama

3. | Nur Yuniati, SE PPID Kabupaten Indragiri Hilir 1 orang
4. | Sukmawati, SE PPID Kabupaten Indragiri Hilir 1 orang
5. | Bety Septika, SE PPID Kabupaten Indragiri Hilir 1 orang
5. | Adhitya Prahara, SE Wartawan 1 orang
6. | Suseswo Husodo Masyarakat 1 orang
7. | Andriansyah Masyarakat 1 orang
8. | Siti Aisyah Masyarakat 1 orang

Jumlah 8 orang

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh informasi atau data-data yang lengkap yang diperlukan
dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan ialah :
1. Wawancara
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih
menekankan pada wawancara, khusunya wawancara mendalam. Menurut
(Bungin, 2013) wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara
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pewawancara dan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman
wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial
relatif lama. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada informan
yang berada di Dinas KominfoPS dan PPID Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Dokumentasi

Menurut (Bungin, 2013) metode dokumenter adalah metode yang
digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, sejumlah besar fakta
dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, seperti surat-

surat, catatan harian, cendera mata, laporan, foto dan sebagainya.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisa kualitatif, Menurut
(Bungin, 2013) Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dimulai dari analisis
berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah
pembentukan kesimpulan. Dimana penelitian ini melalui proses wawancara dan
pengamatan di lapangan yang selanjutnya dianalisis sehingga menjadi suatu
kesatuan yang utuh dan menghasilkan suatu kesimpulan.

Setelah data yang diperlukan diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan
dan diuraikan sesuai dengan jenisnya dan dianalisa dengan menggunakan analisis
kualitatif, kemudian disajikan dan dilengkapi dengan penjelasan yaitu
menggambarkan dan memaparkan data yang berdasarkan kenyataan tentang

Manajemen Layanan InPAS oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir,
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BAB Il
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
2.1 Deskripsi Umum Kabupaten Indragiri Hilir
2.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Indragiri Hilir
Dalam melihat latarbelakang sejarah berdirinya kebupaten Indragiri
Hilir sebagai salah satu daerah otonom, dapat dilihat dari dua masa yaitu
pada masa sebelum kemerdekaan dan periode sesudah Kemerdekaan
Republik Indonesia.
a. Masa Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia

Q) Kerajaan keritang

Kerajaan keritang berdiri sejak awal abad ke 6 yang berlokasi
diwilayah kecamatan keritang. Seni budaya pada kerajaan ini dipengaruhi
oleh agama hindu, sebagaimana terlihat pada arsitektur bangunan yang ada
pada yaitu istana yang dikenal dengan sebutan Puri Tujuh (Pintu Tujuh) atau
kedaton gunung tujuh. Peninggalan kerajaan ini yang masih dapat dilihat
hanya berupa puing.
2 Kerajaan Kemuning

Kerajaan ini didirikan oleh Raja Singapura ke-V yang bergelar
Raja sampu atau Raja Iskandarsyah Zulkarnain yang lebih dikenal dengan
nama Prameswara. Pada tahun 1231 telah diangkat seorang raja muda yang
kemudian bergelar Datuk Setiadiraja.Letak kerajaan ini berada diantara
Desa Kemuning Tua Dan Desa Kemuning Muda. Bukti-bukti peninggalan
kerajaan ini adalah ditemukannya selembar besluit dengan cap stempel

kerajaan, bendera dan pedang kerajaan.
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) Kerajaan Batin Enam Suku

Pada tahun 1260 daerah Indragiri Hilir bagian utara, yaitu di
daerah Gaung Anak Serka, Batang Tuaka, Mandah dan Guntung dikuasai
oleh raja-raja kecil bekas penguasa kerjaan Bintan, yang kemudian terjadi
perpecahan hingga sebagian raja-raja tersebut menyebar ke daerah
tersebut. Diantaranya terdapat Enam Batin (Kepala Suku) yang terkenal
dengan sebutan Batin Nan Enam Suku, yakni:
a. Suku Raja Asli Asal Di Daerah Gaung
b. Suku Raja Rubiah Di Daerah Gaung
c. Suku Nek Gewang Di Daerah Anak Serka
d. Suku Raja Mafait Di Daerah Guntung
e. Suku Datuk Kelambai Di Daerah Mandah
f. Suku Datuk Miskin Di Daerah Batang Tuaka

4 Kerajaan Indragiri

Kerajaan Indragiri diperkirakan berdiri tahun 1298 dengan raja
pertama bergelar Raja Merlang | berkedudukan di Melaka.Demikian pula
dengan pengganti raja merlang yaitu Raja Narasinga | dan Raja Merlang
I, tetap berkedudukan di Malaka.Sedangkan untuk urusan sehari-hari
dilaksanakan oleh datuk patih atau perdana menteri. Pada tahun 1473, Raja
Narasinga Il yang bergelar Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin
Iskandarsyah Johan Zirullah Fil Alam (Sultan Indragiri 1V), beliau
menetap di ibukota kerajaan yang berlokasi di Pekan Tua saat ini.
Pada tahun 1815, dibawah kuasa Sultan Ibrahim ibukota kerajaan

dipindahkan ke Rengat.Dalam masa pemerintahan Sultan Ibrahim ini
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Belanda mulai ikut campur tangan terhadap kerajaan dengan mengangkat
Sultan Muda yang berkedudukan di Peranap dengan batas wilayah ke Hilir
sampai batas Japura.

Selanjutnya pada masa Sultan Isa, berdatanganlah orang-orang dari
suku Banjar dan suku Bugis sebagai akibat kurang amannya daerah asal
mereka.Khusus untuk suku Banjar perpindahannya diakibatkan
dihapusnya Kerajaan Banjar oleh Gubernement pada tahun 1859 sehingga
terjadi peperangan sampai pada tahun 1963.

5) Masa Penjajahan Belanda

Dengan adanya Tractaat Van Vrindchaap (Perjanjian Perdamaian
Dan Persahabatan) pada tanggal 27 September 1938 antara kerajaan
Indragiri dan Belanda, maka kesultanan Indragiri Hilir menjadi
Zelfbestuur. Berdasarkan ketentuan tersebut di wilayah Indragiri Hilir
ditempatkan seorang controlleur yang membawahi enam daerah keamiran:
a. Amir Tembilahan Di Tembilahan
b. Amir Batang Tuaka Di Sungai Luar
c. Amir Tempuling Di Sungai Salak
d. Amir Mandah Dan Gaung Di Khairiah Mandah
e. Amir Enok Di Enok

f.  Amir Reteh Di Kotabaru

Controlleur memegang wewenang semua jabatan bahkan juga
menjadi hakim di pengadilan wilayah ini sehingga Zelfbestuur Kerajaan
Indragiri terus dipersempit sampai dengan masuknya Jepang pada tahun

1942.
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(6) Masa pendudukan Jepang

Balatentara jepang memasuki Indragiri Hilir oada tanggal 31 Maret
1942 melalui Singapura terus ke Rengat.Tanggal 2 April 1942 jepang
menerima penyerahan syarat dari pihak Belanda yang waktu itu dibawah
controlleurK.Ehling.Sebelumnya tentara Jepang mendarat untuk pertama
kalinya di daerah ini dikumandangkan lagu Indonesia Raya yang
dipelopori oleh Ibnu Abbas.

Pada masa pendudukan Jepang ini Indragiri Hilir dikepalai oleh
seorang Cun Cho yang berkedudukan di Tembilahan dengan membawahi
5 Ku Cho, yaitu:

a. Ku Cho Tembilahan Dan Tempuling Di Tembilahan
b. Ku Cho Sungai Luar Ku Cho Enok
c. Ku Cho Reteh

d. Ku Cho Mandah

Pemerintah jepang di Indragiri Hilir sampai bulan Oktober 1945
selama lebih kurang 3,5 tahun.

Periode Setelah Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pada awal kemerdekaan RI, Indragiri (Hulu dan Hilir) masih
merupakan satu Kabupaten. Kabupaten Indragiri ini terdiri atas 3
Kewedanaan, yaitu Kewedanaan Kuantan Singing dengan ibukotanya Taluk
Kuantan, Kewedanaan Indragiri Hulu dengan ibukotanya Rengat dan
Kewedanaan Indragiri Hilir dengan ibukotanya Tembilahan. Kewedanaan
Indragiri Hilir membawahi 6 wilayah yaitu:

1. Wilayah Tempuling/ Tembilahan
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1)

2.  Wilayah Enok
3. Wilayah Gaung Anak Serka
4. Wilayah Mandah/ Kateman
5. Wilayah Kuala Indragiri
6. Wilayah Reteh
Perkembangan tata pemerintah selanjutnya, menjadikan Indragiri

Hilir dipecah menjadi dua Kewedanaan masing-masing:
1.  Kewedanaan Indragiri Hilir Utara Meliputi Kecamatan:

a. Kecamatan Tempuling

b. Kecamatan Tembilahan

c. Kecamatan Gaung Anak Serka

d. Kecamatan Mandah

e. Kecamatan Kateman

f. Kecamatan Kuala Indragiri Dengan Ibukotanya Tembilahan
2. Kewedanaan Indragiri Hilir Selatan Meliputi Kecamatan:

a. Kecamatan Enok

b. Kecamatan Reteh dengan Ibukotanya Enok.
Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir

Merasa persyaratan administrasi terpenuhi maka masyarakat Indragiri
Hilir memohon kepada Menteri Dalam Negri melalui Gubernur Riau, agar
Indragiri dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat Il yang berdiri
sendiri (otonom).Setelah melalui penelitian, baik oleh Gubernur maupun
Departemen Dalam Negri maka pemekaran diawali dengan dikeluarkannya

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Riau (Provinsi Riau)
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tanggal 27 April 1965 nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan

Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkanlah Undang-Undang nomor 6

tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia no 49, maka Daerah

Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten

Daerah Tingkat Il Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) yang

berdiri sendiri, yang pelaksanaannya terhitung tanggal 02 November

1965.Dan sejak itulah Kabupaten Tingkat Il Indragiri Hilir berhak untuk

memiliki Kepala Daerah sendiri, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati.

Berikut Bupati yang memimpin Kabupaten Indragiri Hilir sejak tahun

1965 hingga 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Nama Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 1965-2019

No Nama Kepala Daerah Periode
Kepemimpinan

1 H. Mas Noer 1965-1968

2 | Drs. H. Baharudin Yusuf 1968-1979

3 | Drs. H. Bakir Alie 1979-1989

4 Ir. H. Usman Draman 1989-1994

5 | Drs. H Azwin Jacob 1994-1999

6 | H. M. Rusli Zainal 1999-2004

7 | Drs. H. Badrum Saleh PJ 2004

8 | Drs. H. Djafri Kacak PJ 2004

9 | H. Ramli Walid PJ 2008

10 | H. Indra Muclis Adnan, SH, MH, MM | 2003-2013

11 | Drs. H. M. Wardan, MP 2013- Sekarang

Sumber: Arsip Indragiri Hilir

2.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi daerah tingkat Il berdasarkan

UndangUndang No. 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 (LN RI No. 49).

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur pulau Sumatera, merupakan

gerbang selatan Provinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km? dan perairan
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7.207 km? berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari dari berbagai
etnis. Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki “ Negeri Seribu Parit” yang
sekarang terkenal dengan julukan *“ Negeri Seribu Jembatan”dikelilingi perairan
berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis
Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah daratan
rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan
dipengaruhi oleh pasang surut.

0 36’ lintang Utara

1 07° Lintang Selatan

104 10’ Bujur Timur

102 20’ Bujur Timur

Batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut :
Tabel 2.2
Batas Kabupaten Indragiri Hilir

No Batas Provinsi/ Kabupaten/ Kota
1 | Sebelah Utara Kabupaten Pelalawan

2 | Sebelah Selatan Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi
3 | Sebelah Timur Provinsi Kepulauan Riau

4 | Sebelah Barat Kabupaten Indragiri Hulu

Sumber: RPJM Kabupaten INHIL 2015-2019

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah yang memiliki banyak sungai
dan parit diseluruh wilayahnya, sungai utama di daerah ini berasal dari danau
singkarak (Sumatra barat) dan bermuara di Selat Berhala.Sebagian besar dari luas
wilayah atau 93,31% daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah daratan
rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (peat),

daerah hutan payau (mangrove) tdan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil
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dengan luas lebih kurang 1.082.953,06 hektar dengan rata-rata ketinggian kebih
kurang 0-3 meter dari permukaan laut.

Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan
ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan kaut yang terdapat dibagian
selatan sungai reteh kecamatan keritang yang berbatasan dengan provinsi jambi.
Dengan ketinggi tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi oleh
pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut
terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gagasan
pulau-pulau.

Sungai terbesar di daerah ini adalah sungai Indragiri Hilir yang berhulu di
pegunungan bukit barisan (Danau Singkarak), sungai Indragiri mempunyai tiga
muara ke selat berhala, yaitu di Desa Sungai Belu, Desa Perigi Raja Dan Kuala
Enok.Sedangkan sungai-sungai lainnya adalah : Sungai Guntung, Sungai
Kateman, Sungai Danai, Sungai Gaung, Sungai Anak Serka, Sungai Batang
Tuaka, Sungai Enok, sungai gangsal berhulu tiga yaitu Sungai Gangsal, Sungai
Keritang, Sungai Reteh, Sungai Terap, Sungai Mandah, Sungai Igal, Sungai
Pelanduk, Sungai Bantaian, Sungai Batang Tumu. Pulau-pulau yang terdapat di
kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya telah didiami penduduk dan sebagian
diusahakan penduduk untuk dijadikan kebun-kebun kelapa, persawahan pasang
surut, kebun sagu, dan lain sebagainya.

Gugusan pulau tersebut meliputi : Pulau Kateman, Pulau Burung, Pulau
Pisang, Pulau Bakong, Pulau Air Tawar, Pulau Pucung, Pulau Ruku, Pulau Mas,

Pulau Nyiur dan pulau-pulau kecil lainnya.
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2.2 Profil Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Indragiri Hilir

2.2.1 Sejarah Singkat Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Bagian humas Kabupaten Indragiri Hilir pada awalnya bergabung fungsi
dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, namun pada
awal tahun 2017 bagian humas protokol Kabupaten Indragiri Hilir dipecah
sehingga terpisah antara Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
dan juga Bagian Humas Protokol Kabupaten Indragiri Hilir dengan berbagai tugas
dan fungsi yang hampir sama, kedua elemen Pemerintah ini memiliki sinergitas
sehingga tidak dapat dipisahkan begitu saja. Pada tahun 2017 Bagian Humas
Protokol Kabupaten Indragiri Hilir berada dibawah pimpinan Sekretaris Daerah
dan Dinas Komunikasi dan Informasi berada dibawah pimpinan Kepala Dinas.

Sesuai dengan tugas dan fungsi serta memperhitungkan potensi, kendala,
peluang dan tantangan yang mungkin timbul Bagian Humas protokol Kabupaten
Indragiri Hilir dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik pada
tahun anggaran 2017 menetapkan tujuan strategis dalam bentuk sasaran-sasaran
strategis, yang mengacu pada rencana strategis Bagian Humas Protokol
Kabupaten Indragiri Hilir dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik. Langkah ini diambil dalam rangka memberikan arah dan penetapan
kebijakan untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien, sasaran-sasaran
strategis tersebut diimplementasikan sebagai dari visi dan misidengan fokus pada

tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah ditetapkan.
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2.2.2 Kedudukan

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten
Indragiri Hilir merupakan perangkat daerah yang diserahi wewenang tugas dan
tanggung jawab menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan
Informatika, Bidang Persandian, dan Bidang Statistik. Urusan Pemeritahan
Bidang Komunikasi dan Informatika adalah urusan wajib yang dilaksanakan
Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten
Indragiri Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Kabupaten Indragiri Hilir terletak di Jalan Akasia Nomor 02 Tembilahan
Kota. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten
Indragiri Hilir merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah. Kedudukan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, dipimpin oleh seorang Kepada Dinas yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten
Indragiri Hilir dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi penyusunan
kebijakan teknis Urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik; Pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan dibidang

Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; Pemantauan, evaluasi, dan
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pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik; Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-
fungsi Urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
2.2.3 Visi, Misi dan Tujuan

A. Visi dan Misi

Untuk menjalankan berbagai penyelenggaraan negara tentu suatu elemen
pemerintah memiliki visi dan misi.Visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir ialah sebagai berikut:Visi yang
ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Indragiri Hilir
adalah “Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima Melalui Pemanfaatan
Teknologi Informasi Komunikasi Menuju Inhil Maju, Bermarwah dan
Bermartabat”.

Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik untuk pencapaian visi di atas,
yaitu:

1)  Meningkatkan sarana, dan prasarana, jaringan hingga ke pedesaan yang
berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2)  Meningkatkan kualitas sistem aplikasi, persandian dan statistik yang
terintegrasi di semua lembaga pemerintah dalam upaya memberikan

pelayanan publik yang profesional berbasis TIK.
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3)  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis TIK untuk
memberikan pelayanan informasi multimedia kepada Publik yang terencana
dan akuntable.

B. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Berdasarkan analisis lingkungan strategis, Dinas Komunikasi, Informatika,

Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri hilir menetapkan inti pokok dan

perencanaan strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1) Meningkatkan pengetahuan TIK bagi perangkat daerah dan masyarakat untuk
memberikan pelayanan informasi dan komunikasi yang berkualitas,sehat dan
mandiri

2) Meningkatkan sarana dan prasarana TIK untuk mendukung sistem keamanan,
pelayanan, informasi, komunikasi dan data.

3) Meningkatkan kualitas pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi
publik dalam upaya transparansi kegiatan pemerintah.

2.2.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
a. Pokok dan Fungsi

Berdasarkan penjelasan diatas tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi,

Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sesuai Peraturan

Bupati Indragiri Hilir Nomor 47Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebagai berikut:

1)  Tugas pokok

Dinas komunikasi dan informasi mempunyai tugas melaksanakan

sebagai tugas pemerintah dan pembangunan di bidang komunikasi dan
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2)

b)

d)

informasi yang diserahkan (Desentralisasi) dan diperbantukan kepada
daerah di Kabupaten Indragiri Hilir dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Komunikasi
dan Informasi Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan fungsinya
sebagai berikut:

Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Komunikasi,
Informasi, Persandian dan Statistik.

Pelaksanaan tugas teknis urusan pemerintahan di bidang Komunkasi,
Informasi, Persandian, dan Statistik.

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis urusan
pemerintahan di bidang Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik.
Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi urusan pemerintahan di
bidang Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik, dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Untuk mewujudkan mekanisme kerja yang harmonis serta hasil kerja
yang optimal dalam konteks pelayanan pada masyarakat dan
penyelenggaraan di bidang Komunikasi dan Informasi, Persandian dan
Statistik maka penjabaran tugas pokok dan fungsi dituang kedalam uraian
tugas untuk dipedomani oleh seluruh aparat Diskominfo ps baik struktural

maupun fungsional.
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b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi memiliki arti yang penting, karena dengan mengetahui

struktur organisasi, maka dapat diperoleh gambaran mengenai bagian-bagian yang

ada dalam organisasi pemerintahan tersebut dan sampai sejauh mana wewenang

dan tanggung jawab bagian-bagian tersebut dapat melaksanakan tugasnya.

Dengan demikian, akan dapat diketahui siapa yang akan bertanggungg jawab

terhadap tugas-tugas tersebut. Berikut struktur organisasi Dinas Komunikasi,

Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Kabupaten Indragiri Hilir
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Berdasarkan struktur dinas tersebut Kepala Bidang Pengelolaan,
Pelayanan, Penyediaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir
memiliki Kedudukan dalam Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Utama atau disebut PPID Utama.

2.2.5 Sumber Daya Dinas

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas KominfoPS Kabupaten
Indragiri Hilir perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia,
sarana dan prasarana (asset) dan sarana pendukung lainnya.

a) Sumber Daya Manusia

1. Jumlah Pegawai
Jumlah pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 90 orang Pegawai. Dimana terdiri dari30
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 60 tenaga kontrak/honorer.

2) Kaualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Persandian
dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin adalah
sebagai berikut:

Tabel 2.3

Pegawai Dinas Komunikasilnformatika Persandian dan Statistik
Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin

NO STATUS LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH
KEPEGAWAIAN

1 PEGAWAI NEGERI 24 6 30
SIPIL

2 TENAGA 40 20 60
HONORER

Sumber: Dinas Komunikasilnformatika Persandian dan Statistik Kabupaten
Indragiri Hilir
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3) Pegawai Dinas Komunikasilnformatika Persandian dan Statistik Kabupaten

Indragiri Hilir berdasarkan Pendidikan Formal adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Pegawai Dinas Komunikasilnformatika Persandian dan Statistik
Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Pendidikan Formal

NO STATUS PENDIDIKAN JUMLAH
KEPEGAWAIAN S3 | S2 |S1|D3|D2|SLTA|SLTP | SD
1 | PEGAWAI NEGERI 1 5 (14| 2 - 8 - - 30
SIPIL (PNS)
2 | TENAGA HONORER - 1 |33] 3 - 21 - 2 60
Sumber: Dinas Komunikasilnformatika Persandian dan Statistik Kabupaten
Indragiri Hilir

4) Pegawai Dinas Komunikasilnformatika Persandian dan Statistik Kabupaten

Indragiri Hilir berdasarkan Pangkat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Pegawai Dinas Komunikasilnformatika Persandian dan Statistik Kabupaten
Indragiri Hilir berdasarkan Pangkat

NO

KEPANGKATAN/GOLONGAN

JUMLAH PNS

e
PBoo~vw~oobwn

e el o
S owN

15
16

PEMBINA UTAMA MADYA (1V/d)
PEMBINA UTAMA MUDA (1V/c)
PEMBINA Tk. I (IV/b)

PEMBINA (1V/a)

PENATA Tk. | (I11/d)

PENATA (l11/c)

PENATA MUDA Tk. I (111/b)
PENATA MUDA (I11/a)
PENGATUR Tk. I (11/d)
PENGATUR (ll/c)

PENGATUR MUDA Tk. I (I1/b)
PENGATUR MUDA (l1/a)

JURU Tk. I (I/d)

JURU (I/c)

JURU MUDA TK. | (I/b)

JURU MUDA (1/a)

R RN WR

R W

Sumber: Dinas Komunikasilnformatika Persandian dan Statistik Kabupaten
Indragiri Hilir

51




2.3 Profil Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS)

Aplikasi ini sebagai sebuah konseptual program berbasis teknologi
informatika dan praktis terhadap berbagai kebutuhan informasi, agar mudah
diakses dan di pergunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan
Masyarakat dalam memberikan partisipatinya sebagai ruang komunikasi dan
ruang informasi yang lebih harmonis, cepat dan dipercaya.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir melakukan
pendaftaran Aplikasi Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS di Play
Store pada 21 Juli 2018 sedangkan launching InPAS pada 11 Juli 2018.

Layanan yang terdapat pada Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau
INPAS pada menu Dashboard adalah sebagai berikut: GGTV (Gemilang
Televisi), SIAP POL PP INHIL (Sistem Informasi Terpadu Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Inhil, Cloud Inhilkab, e-berTanjak, e-PAD, eMonev, ePerizinan,
ePlanning, Gudang Data, Hotspot Area, Inhilkab Hosting, Inhilkab Main, JDIH,
Lapor, LPSE, Media Center, PPID, SiPAMIL (ePengaduan), SIPKD, WebGIS
Jalan & Jembatan dan WebGIS Sarana & Prasarana.

Sedangkan pada menu Kabar OPD berisi berita terkait Organisasi
Perangkat Daerah. Menu Kabar Masyarakat berisi berita yang ditulis langsung
oleh masyarakat. Tujuan Informasi Pemerintah dan Masyarakat yaitu tersedianya
sistem pelayanan informasi dua arah (input dan output)yangn memberdayakan
seluruh organisasi perangkat daerah dan masyarakat, dalam memberikan
informasi aktual sekaligus melawan hoax.

Keterkaitan antara Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, Statistik
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Kabupaten Indragi Hilir dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat dari lembar kerja kegiatan yang

disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Lembar Kerja Kegiatan Pelayanan Informasi
No. | Data Kegiatan Kegiatan
1 Judul Proses Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
2 Jenis Kegiatan Rutin/ Berkala
3 Penanggung jawab | Kepala Bidang Pejabat Pengelola Pelayanan dan

Penguatan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Dinas Kominfo PS Kabupaten Indragiri Hilir

4 Produk / Output Pelayanan Informasi PPID

5 Scope (Ruang | Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Lingkup)

Sumber: Dinas KominfoPS Kabupaten Indragiri Hilir

Tabel 2.7
Pelaksana Kegiatan Lembar Kerja

No. Pelaksana

1 PPID Utama

2 PPID Pembantu

3 Petugas Pelayanan

4 Operator

Sumber: Dinas KominfoPS Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan dalam proses pelayanan
informasi dan dokumentasi di lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir melalui
sistem InPAS ini melibatkan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Kabupaten Indragiri Hilir bersama Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hilir serta setiap OPD yang berada di

lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir.

Data terkait anggaran Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau INPAS
yaitu jenis asset, jumlah, nilai perolehan serta lokasi dapat dilihat pada tabel

berikut:

53



Tabel 2.8
Anggaran Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau INPAS

No. Jenis Asset Jumlah | Kondisi | Nilai Perolehan Lokasi

1 Bangunan Gedung 1 Baik Rp 198,700,000 | Tembilahan
Media Center

2 Gedung Induk 1 Baik Rp 24,480,000 | Tembilahan

Studio SGTV
sekarang menjadi

Gemilang
3 Gedung RSPD 1 Baik Rp 49,755,000 | Tembilahan
Kab. Inhil

sekarang menjadi
Studio  Gemilang

Radio

4 Gedung Gemilang 1 Baik Rp 193,682,000 | Tembilahan
TVIGFM

5 Concrete Tower 1 Baik Rp 100,000,000 | Tembilahan

6 Alat Pemancar 1 Baik Rp 300,400,000 | Tembilahan
UHF

Sumber: Dinas Kominfo PS Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan tabel diatas, anggaran sarana dan prasarana pendukung
pelaksanaan program Informasi Pemerintah dan Masyarakat atau InPAS
memerlukan biaya yang tidak murah. Sarana dan prasarana pendukung ini
diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Indagiri Hilir dalam
menerapkan program INPAS demi mewujudkan Kabupaten Indragiri Hilir dengan

pola city smart.
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BAB I
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Manajemen Layanan Informasi Pemerintah dan Masyarakat (InPAS)

Pada bab ini Peneliti akan mengemukakan hasil penelitian dan
pembahasan mengenai Manajemen Layanan Informasi Pemerintah dan
Masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 dimana dalam
hal ini menjelaskan tentang manajemen electronic government oleh Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hilir dalam layanan Informasi Pemerintah dan Masyarakat
atau InPAS di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 dengan menggunakan
analisa deskriptif kualitatif dengan menggunakan kajian teori Fungsi-fungsi
manajemen pemerintahan yang dimaksud Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang
berjudul Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1 (Ndraha, 2011: 160),
antara lain :

a) Perencanaan Pemerintahan;

b) Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan;

c) Penggunaan sumber-sumber pemerintahan;

d) Kontrol pemerintahan;

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik merupakan unsur pelaksana
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik melaksanakan Urusan Pemerintahan di

bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Dalam penelitian ini,
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peneliti ingin mengetahui manajemen layanan Informasi Pemerintah dan
Masyarakat atau InPAS oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018.

Sebagaimana wawancara dengan Drs. H.M. Thaher, MM selaku Kepala
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagai berikut:

“Urusan pemerintahan daerah bidang Komunikasi, Informatika,

Persandian dan Statistik diberikan tugas kepada Dinas Komunikasi,

Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

dalam hal penyebarluasan informasi publik atau keterbukaan

informasi publik salah satunya melalui sistem InPAS ini.”

(Wawancara 09 Desember 2019)

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwasanya Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir yang ditugaskan
untuk melakukan urusan pemerintahan daerah bidang Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik untuk keterbukaan informasi publik di Kabupaten
Indragiri Hilir menggunakan sistem teknologi informasi yang bersinergi yaitu
sistem InPAS.

Dalam manajemen layanan Informasi Pemerintah dan Masyarakat
(InPAS), pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik dan PPID melakukan fungsi manajemen
electronic government dalam layanan InPAS yaitu:

3.1.1 Perencanaan Pemerintahan layanan InPAS

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten
Indragiri Hilir mensinerginakan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana
(infrastruktur) Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik nasional melalui
program-program Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dan

merupakan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir.
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Pembangunan

Sarana

dan

prasarana

(infrasruktur)

Komunikasi,

Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir diselenggarakan

berdasarkan arah dan kebijakan pembangunan daerah yang melibatkan seluruh

pemangku kepentingan dengan pola pemberdayaan masyarakat yang
komprehensif yang mengedepankan prinsip dan nilai kearifan lokal.
Tabel 3.1

Meningkatkan Saran dan Prasarana Jaringan Hingga Kepedesaan

No. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1 Meningkatkan Tersedianya Tersediannya |1. Media Center
sarana dan | sarana dan | sarana 2. PPID
prasarana TIK | prasarana, prasarana 3. Sistem Informasi
untuk mendukung | informasi, informasi dan  komunikasi
sistem kemananan | komunikasi komunikasi yang terintegrasi
pelayanan dan data | dan data antar OPD
informasi, dengan sistem | dengan sistem |4. Sistem persandian
komunikasi ~ dan | keamanan yang berbasis
data yang berbasis | TIK

TIK

Sumber: Renstra DiskominfoPS Kabupaten INHIL Tahun 2017-2018

Berdasarkan tabel

diatas,

dapat disimpulkan bahwa Misi

Dinas

Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir salah

satunya adalah Meningkatkan sarana, dan prasarana, jaringan hingga kepedasaan

yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi adapun indikator dalam misi

tersebut adalah:

a. Pusat Layanan Internet Masyarakat

b. Media Center milik Pemda

c. Sistem Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi antar OPD

Berikut disajikan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri

Hilir.
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Tabel 3.2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

No. Program Indikator Kinerja Data Tahun 2018
Program atau Capaian | Target Rp.
Kegiatan
1. | Program Persentase 100% 100% | 685,00
Peningkatan Terpenuhnya Sarana
Sarana dan | Prasarana Kantor dan
Prasarana Pemeliharaan
Aparatur Peralatan Kerja

Sumber: Renstra DiskominfoPS Kabupaten INHIL Tahun 2017-2018

Program ini bertujuan terwujudnya pelayanan yang baik dan prima.
Sasaran dari program ini adalah Meningkatnya Fasilitas Sarana dan Prasarana
Perkantoran. Indikator kinerja dari program ini adalah cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur.

Awal mula dikeluarkannya sebuah perencanaan ke